BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

1.

Hubungan hukum dengan mitra dan nasabah muncul hak dan kewajiban
yang berasal dari perjanjian jual beli yang dilakukan melalui layanan
digital perbankan. Bank bertindak sebagai perantara transaksi antara
mitra bank dengan nasabah maka sesuai dengan POJK nomor 21 Tahun
2023 bank diwajibkan untuk membuat perjanjian kerja sama yang
mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan mitra bank. Hak dan
kewajiban tersebut yang menjadi dasar tanggung jawab jika terjadi
kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile
banking. Pasal 17 nomor 21 Tahun 2023 mengatur bahwa kerugian yang
disebabkan oleh risiko dari produk dan/atau jasa milik mitra bank tidak
menjadi tanggung jawab bank dan mewajibkan bank untuk
menambahkan klausula yang melaksanakan isi pasal tersebut di dalam
perjanjian kerjasama antara bank dengan mitra bank, sehingga atas
kerugian tersebut sehingga harus diurus antara nasabah dengan mitra
bank. Bank tidak dapat dipermasalahkan atas kerugian dari nasabah
kecuali bila ada kelalaian atau kesalahan oleh pihak bank yang dapat

menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.
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2. Pasal 17 nomor 21 Tahun 2023 menyatakan bank tidak boleh
bertanggung jawab atas risiko dari produk mitra bank berdasarkan
perjanjian. konsekuensi hukum dari pasal 17 nomor 21 Tahun 2023
terhadap bank adalah bank tidak bertanggungjawab untuk menanggung
kerugian atas pembelian yang dilakukan nasabahnya dalam aplikasi
mobile banking. Konsekuensi hukum pasal tersebut kepada nasabah
adalah nasabah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada bank
atas kerugian karena pembelian yang dilakukan dalam aplikasi mobile
banking dan harus membawa permasalahan tersebut kepada mitra bank
yang memperdagangkan produk/jasa tersebut di aplikasi mobile
banking berdasarkan perjanjian jual beli, kecuali apabila bank menjadi
pithak yang ikut bertanggung jawab apabila penyebab dari kerugian
dapat ditentukan adalah kesalahan dari pihak bank dan kerugian bukan
berasal dari risiko yang dimaksud dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023
karena risiko yang dimaksud dalam POJK dibatasi pada ketidaksesuaian
pada produk yang ditawarkan oleh mitra bank dengan yang sampai
kepada nasabah sehingga bank tidak dikecualikan dari segala kerugian
yang dapat terjadi melainkan hanya dikecualikan apabila timbul

kerugian dari risiko ketidaksesuaian yang dimaksud.
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SARAN

Penting untuk nasabah supaya tetap berhati-hati dalam menggunakan layanan
digital perbankan untuk selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada di tiap
layanan digital perbankan. Nasabah harus ingat supaya tidak asal-asalan dalam
melakukan transaksi atas tawaran yang dilakukan melalui layanan digital karena bank
tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bank harus memperhatikan mitra
bank yang mereka ajak untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital.
Bank seyogyanya memberikan edukasi atau menampilkan disclaimer setiap nasabah
akan mengakses produk mitra bank supaya nasabah mengerti dan mengalami kerugian.
Mitra Bank juga harus mengantarkan produk yang sesuai dengan perjanjian bukan
hanya kepada nasabah tetapi juga sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan bank
supaya tidak menimbulkan kerugian risiko mengingat mitra bank bertanggung jawab

penuh karena bank dilarang menanggung risiko tersebut.
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